KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual

kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur
perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.
Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh
entitas pelaporan.

4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah
daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.
DEFINISI

5. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang
perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran.

6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara
lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan,
penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang

dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya.

7. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah
antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah

daerah.
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8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan

pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada
suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan
pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara

penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan wuang daerah yang

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Pembiayaan dalam mata uang asing adalah mata uang selain mata uang

Rupiah dimana mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah dengan

kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadi transaksi
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan

belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

9. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan
pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah;

(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya,
dan pencairan dana cadangan.

11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran
Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain,
penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam

periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Akuntansi Pembiayaan.221



12. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

13. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang
bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di
pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat

sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

PENGAKUAN

14. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada
Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
15. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

16. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

17. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan

berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

18. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan
setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran
tertentu.

19. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos
Pembiayaan Neto.

20. Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode
pelaporan.

21. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan
belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama
satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

22. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan
dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

23.Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang
diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah
apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan

kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
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Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas
dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran
Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap
realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan
sebagai Penerimaan Pembiayaan Investasi Jangka Panjang. Dengan
demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan
sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai
niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya
kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana
tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang
bersifat nonpermanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka
Panjang.

24.Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan
maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik
tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah
daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok
masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan
sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada
kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja

Bantuan Sosial.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

25.Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam
mata uang rupiah.

26.Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang
sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi
dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya
ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi.

27.Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan
rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam
rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan

untuk memperoleh valuta asing tersebut.

28.Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan
mata uang asing lainnya, maka:
(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi;
(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah

berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
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PENGUNGKAPAN

29. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara
lain:
(a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran.
(b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman,
pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan,
penyertaan modal pemerintah daerah.

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

TANGGAL EFEKTIF

30. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun Anggaran 2022.
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